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BUPATI HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak

sesuai dengan asumsi kebijakan APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu
menetapkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

. Undang — Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3420)

. Undang — Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688);
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10.

11.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggarann Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten
Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesian Nomor 3895);

Undang -undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahcra Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore
Kepulauan di Propinsi Maluku Utara Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4262);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Derah dan Wakil Kepala
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Necgara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar akutansi pemerintah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51065);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6170);

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9;




Dengan Persctujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAIERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
dan
BUPATI HALMAHERA TENGAH

MIEMUTUSKAN :

Menctapkan @ PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2025
semula berjumlah Rp. 2.500.000.000.000,- bertambah scjumlah
Rp. 28.237.338.622,- schingga menjadi Rp. 2.528.237.338.623,- dengan rincian
secbagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp.2.500.000.000.000,-
b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. (296.361.888.267),-
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 2.303.638.111.733,-
2. Belanja
a. Semula Rp.2.500.000.000.000,-
b. Bertambah / (Berkurang) Rp. 28.237.338.622,-
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 2.528.237.338.622,-

Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan Rp. (324.599.226.889.),-

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan
1) Semula Rp. 16.390.026.453,-

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp.324.599.226.889,-
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp.340.989.253.342,-

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 16.390.026.453,-

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 16.390.026.453,-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 324.599.226.889

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Setelah Perubahan Rp. -



Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah achagaimana dimanksud dalam Pasal 1 terdiri dari ;
a) Pendapatan asli dacrah scjumlah

1) Semulan Rp. 393.800.000,000,-
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. (67.338.764.267),-
Jumlah Pendapatan Asli Dacrah
sctelah Perubahan Rp. 326.461,235.733,-

b) Pendapatan Transfer scjumlah

1) Semula Rp.2.099.018.878.313,-
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (229.023.124.000).-
Jumlah Dana Perimbangan setelah
Perubahan Rp.1.869.995.754.313,-

(2) Pendapatan Asli Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :
a) Pajak daerah scjumlah

1) Semula Rp. 175.000.000.000,-
2) Bertambah / (Berkurang) Rp (823.000.000),-
Jumlah Pajak Dacrah
setelah Perubahan Rp 174.177.000.000,-

b) Retribusi Daerah sejumlah

1) Semula Rp. 205.550.000.000,-
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (66.265.764.267),-
Jumlah Retribus Daerah
setelah Perubahan Rp. 139.284.235.733,-

c) Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 12.750.000.000,-
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (250.000.000)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah setelah Perubahan Rp. 12.500.000.000,-

d) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

3) Semula Rp. 500.000.000,-
4) Bertambah / (Berkurang) Rp. -
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah setelah Perubahan Rp. 500.000.000,-

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
1) Semula Rp. 1.723.642.382.000,-
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (229.023.124.000)-
Jumlah Pendapatan Tranfer Pusat
Setelah Perubahan Rp. 1.494.619.258.000,-




b) Pendapatan Transfer Antar Daerah

(1)

1) Semula
2) Bertambah / (Berkurang)

Jumlah Pendapatan Transfer Dacrah

setelah Perubahan

Belanja Dacrah scbagaimana dimaksud dalam

a. Belanja Operasi

b.

a.

b.

1) Semula

2) Bertambah / (Berkurang)
Jumlah Belanja Operasi
setelah Perubahan

Belanja Modal

1) Semula

2) Bertambah / (Berkurang)
Jumlah Belanja Modal
setelah Perubahan

Belanja Tidak Terduga

1) Semula

2) Bertambah / (Berkurang)
Jumlah Belanja Subsidi
setelah Perubahan

Belanja Transfer

1) Semula

2) Bertambah / (Berkurang)
Jumlah Belanja Transfer
setelah Perubahan

Rp.
Rp.

375.376.496.313,-

Rp

375.376.496.313,-

Pasal 1 terdiri dari :

Rp.

Rp

1.518.979.130.283,-
12.360.870.438,-

Rp.

Rp.
Rp.

1.531.340.000.721,-

778.171.517.626,-
(3.758.282.454),-

Rp.

Rp.

774.413.235.172,-

24.500.000.000,-

Rp.

24.500.000.000,-

Rp. 178.349.352.091,-

Rp.

19.634.750.637,-

Rp

197.984.102.728,-

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan

1) Semula

2) Bertambah / (Berkurang)
Jumlah Penerimaan
setelah Perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula

2) Bertambah / (Berkurang)
Jumlah Pengeluaran
setelah Perubahan

Rp.
Rp.

16.390.026.453,-
324.599.226.889,-

Rp.

Rp.

340.989.253.342,-

16.390.026.453,-

Rp.

16.390.026.453,-



(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hural a terdiri dari jenis

pembiayaan ;

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggnran sehelumnya (SIiLPA)

1) Semula

Rp. 16.390.026.453,

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 324.599,226.889,-
Jumlah SiLLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
sctelnh Perubahan Rp. 340.989,253.342,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b terdiri dari jenis

pembiayaan :

Penyertaan Modal Dacrah

Scemula Rp 16.390.026.453,-
Bertambah / (Berkurang) Rp

Jumlah Penyertaan Modal

setelah Perubahan Rp. 16.390.026.453,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Pcraturan Dacrah ini, terdiri dari :

Lampiran I
2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pcmerintahan
Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemcrintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Dacrah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;



Pannl 6

Bupati  menetapkan  Pernturan  tentang  Perubnhan  Penjabarmn  Anggnrnn
Pendapatan dan Belanjn Daerah nebagal Iandnann operanional pelaksanann
APBD,

Panal 7

Peraturan Dacrah inl mulal berlaku padn tanggal diundangkan,

Agar sctinp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacmlt {ni  dengan  penempatnnnya  dalam  Lembaran Daerah Kabupaten
Halmahemn Tengnh.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 202S
NOMOR 9

NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI
MALUKU UTARA NOMOR 9 /2025




KABUPATEN HALMAHERA TENGAM

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

Lamperan )

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

Perativan Dasraly
Nomor 0 Tabun 2078
Targgal 10 Oxtotar 2029

JUMLAI (Rp)
XODE VRAIAN BEAKURANG/BERTAMAAN
SEDELUM (Rp) SESUDAH (Rp)
1 2 3 4 [ ]

a PENDAPAYAN DAERAH
a PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 391,800.000,000,00 326.461,235.733,00 -07.330.764.267,00
4100 Pajok Daerah 175000 000.000,00 174.177.000.000,00 423 (00 000.00
4102 Retribusi Daerah 205.550.000.000,00 139.284.235.733,00 -60.265.764.267,00
41.02 Hasll Pengelolaan Kekayaan Daersh yang Dipisahkan 500.000.000,00 600 000.000,00 0.00
4104 Lain-ain PAD yang Sah 12.760.000 000,00 12.600.000.000,00 -250.000 000,00
a2 PENDAPATAN TRANSFER 2.099.018.878.313,00 1.069.995.754.313,00 +229.023.124.000,00
4201 Pendapalan Transler Pemerintah Pusal 1,723 642.302.000,00 1.494.619.250.000.00 -229 023.124 000,00
4202 Pendapalan Transfer Antar Daerah 375.376.496.313,00 375.370.496.313,00 0,00
43 LAINLAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.181.121.687,00 7.181.121.687,00 0,00
a3® ;:mxumr;:nw dengan K 9 7.181.121.687,00 7.181.121.607,00 0,00

Jumiah Pendapatan 2.500.000.000.000,00 2.201.638.111.733,00 -296.301.888.267,00
5 BELANJA DAERAH
s BELANJA OPERASI 1.518.979.130.283,00 1.531.340.000.721,10 12.360.870.438,10
5.1.01 Belanja Pegawal 683.443.038.956,00 617.551.414.513,10 -65891.624.442,90
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 828.020.564.968,00 906.252.959.849,00 78.232.394.881,00
5.1.04 Belanja Subsidi 1.000.000.000,00 1.000.000.000.00 0,00
5.1.05 Belanja Hibah 6.515.526.359,00 6.535.626.359,00 20.100.000,00
52 BELANJA MODAL 778.171.517.626,00 T74.413.235.172,00 3.758.282.454,00
52.01 Belanja Modal Tanah 4.548.474.537,00 4.855.958.906,00 307.484.369,00
5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 88.621.218.912,00 101.316.584.487,00 12695 385.575.00
52.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 169.548.450.345,00 187.367.010.202,00 17.818.559.857.00
52.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasl 511.004.265.953,00 476.598.324.118,00 -34.405.041.835,00
52.05 Belanja Modal Asel Tetap Lainnya 4.449.107.879,00 4.275.357.459,00 -173.750.420,00
53 BELANJA TIDAK TERDUGA 24.500.000.000,00 24.500.000.000,00 0,00
53.01 Belanja Tidak Terduga 24.500.000.000,00 24.500.000.000,00 0,00
54 BELANJA TRANSFER 178.349.352.091,00 197.984.102.728,90 19.634.750.637,90
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 178.349.352.091,00 107.964,102.728,90 19.634.750.637,90

Jumlah Belanja 2.500.000.000.000,00 2.528.237.338.622,00 28.237.338.622,00

Total Surplus/(Defisit) 0,00 324.599.226.889,00 324.599.226.889,00
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 16.390,026,453,00 340.989.253.342,00 324,599.226.889,00
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebslumnya 16.390,026.453,00 340.989.253 342,00 324.599.226.889.00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 16.390,026.453,00 16.390.026.453,00 0,00

SIPD-RI : gicotok paca 2025-10-24 10:3526

Halaman |




JUMLAK (Rp)

KOOE URAIAN NERKURANGMERTAMDAH
BEBOLUM (Rp) BEAUDAM (Rp)
1 2 3 4 [}
6202 Penyenaan Modal Daerah 16 300 020 453,00 16 300 020 453,00 0.00
Jumiah Pengeluaran Pemblaysan 16.390,026.443,00 16.300,026.433,00 0,00
Pomblayaan Netto 0,00 324.699.220.89,00 374,599.226.419,00
(%] Sisa Lebih Pemblayann Anggamn Dpemh Tahun Oerkonaan (SILPA) 0,00 0,00 0.00

SIPD-RI : dicotok pada 2025-10-24 10:35 26
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